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Abstrak

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang pesertanya saat ini berjumlah 61.000 UMKM
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Jakarta membutuhkan ruang usaha. Penelitian ini bertujuan
untuk meneliti efektivitas kemitraan antara pusat perbelanjaan dan UMKM dalam bentuk penyediaan
lokasi usaha sebanyak 20% sebagai amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun
2002 tentang Perpasaran Swasta. Metode penelitian adalah metode kualitatif melalui pengamatan
langsung ke 82 pusat perbelanjaan di Jakarta tahun 2002 sampai dengan 2015. Hasil penelitian
menunjukkan kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) di Jakarta dalam bentuk penyediaan lokasi usaha sebanyak 20% dari luas efektif saat ini
belum optimal. Dari 82 mal/pusat perbelanjaan di Jakarta baru 50% yang memenuhi kewajiban
penyediaan lokasi usaha tersebut, sedangkan jumlah UMKM di Jakarta saat ini makin meningkat
yang membutuhkan ruang untuk pemasaran produknya. Penelitian ini merekomendasikan
diperlukannya pengaturan baru terkait penyediaan ruang usaha untuk UMKM dengan mengubah
luas usaha menjadi jumlah UMKM yang dibina dalam bentuk even-even pameran yang tematik.
Pengaturan ini disarankan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Kemitraan.
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Improving MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) Partnership with
Shopping Centers in Jakarta through the Conversion of Provision of Business
Locations into Exhibition Events

Abstract

The Integrated Entrepreneurship Development Program, whose participants currently number 61,000 MSMEs
(Micro, Small and Medium Enterprises) in Jakarta, requires business space. This study aims to examine the
effectiveness of partnerships between shopping centers and MSMEs in the form of providing business locations
by as much as 20% as mandated by the Provincial Regulation of the Province of DKI Jakarta Number 2 of 2002
concerning Private Market. The research method is a qualitative method through direct observation to 82
shopping centers in Jakarta from 2002 to 2015. The results show the partnership between shopping centers and
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMESs) in Jakarta in the form of providing business locations as much
as 20% of the effective area is currently not optimal. There are only 50% of the 82 malls/shopping centers in
Jakarta have fulfilled the obligation to provide these business locations, while the number of MSMEs in Jakarta is
continuously increasing and requiring more space for marketing their products. New arrangements are needed
regarding the provision of business space for MSMEs, by changing the area of business into thematic exhibition
events as well as requiring shopping centers to foster a number of MSMEs to participate in the event. These
arrangements are recommended in the form of a Governor Regulation on Partnership.
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A. PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk melindungi Usaha
Mikro dan Usaha Kecil di tengah persaingan
dengan ritel besar, pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern. Dalam Pasal 4 disebutkan salah satu
persyaratan pendirian pusat perbelanjaan dan
toko modern yaitu harus memperhitungkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan
usaha menengah yang ada di wilayah dimana
pasar modern tersebut hendak dibangun.
Dalam pasal 13 juga disebutkan bahwa salah
satu syarat penerbitan IUPP (Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan) dan IUTM (Izin Usaha Toko
Moderen)  harus  menyertakan  rencana
kemitraan dengan usaha kecil. Pola kemitraan
pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan
pasar tradisional/pasar rakyat diperjelas dalam
Permendag 70 tahun 2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan, dan Toko Moderen, di
mana kemitraan diwujudkan dalam bentuk
kerjasama pemasaran, penyediaan
lokasi/ruang usaha, dan penyediaan pasokan,
namun bentuk kemitraan dalam bentuk
penyediaan lokasi/ruang usaha tidak diatur
secara detail dalam Permendag 70 tahun 2013
sehingga pemerintah daerah tidak
mendapatkan ~ aturan  baku  mengenai
pengaturan ruang usaha untuk UMKM di
pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Di sisi lain kondisi mal/pusat
perbelanjaan di Jakarta makin sepi yang
disinyalir disebabkan oleh perubahan pola
konsumsi masyarakat yang lebih cenderung
berwisata  ketimbang belanja  kebutuhan
sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk
mencari alternatif pemenuhan lokasi usaha di
pusat perbelanjaan untuk UMKM yang
merupakan konsep yang saling
menguntungkan baik bagi UMKM maupun
bagi pusat perbelanjaan. Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti efektivitas kemitraan
antara pusat perbelanjaan dan UMKM dalam
bentuk penyediaan lokasi usaha sebanyak 20%
sebagai amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perpasaran Swasta. Metode penelitian adalah
metode  kualitatif — melalui  pengamatan

langsung ke 82 pusat perbelanjaan di Jakarta
tahun 2002 sampai dengan 2015

B. PEMBAHASAN
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Perpasaran Swasta yang mengatur
penyediaan ruang usaha untuk UMKM di
pusat perbelanjaan sebanyak 20% dari luas
efektif pusat perbelanjaan ternyata sulit
dipenuhi oleh pihak pusat perbelanjaan dengan
alasan biaya investasi yang sangat besar tidak
dapat kembali jika 20% dari luas -efektif
diperuntukkan untuk UMKM/IKM. Dari 82
mal/pusat perbelanjaan di Jakarta baru 50%
yang memenuhi kewajiban penyediaan lokasi
usaha tersebut, sedangkan jumlah UMKM di
Jakarta saat ini makin meningkat yang
membutuhkan ruang untuk pemasaran
produknya. Saat ini pemerintah Jakarta
memiliki peraturan baru terkait perpasaran
yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran,
namun pengaturan penyediaan ruang usaha
untuk UMKM masih sama dan belum dapat

dipenuhi oleh mal.
Data pemenuhan kewajiban penyediaan
lokasi usaha untuk UMKM di pusat
perbelanjaan di Jakarta sejak tahun 2002
hingga 2015 seperti diperlihatkan pada
tabel 1 menunjukkan dari total kewajiban
pemenuhan ruang usaha untuk UMKM di

K = Jumlah UMKM vyang harus
dibina dan menjadi mitra Pusat
Perbelanjaan setiap tahunnya
hasil konversi.

L = Luas efektif lantai usaha Pusat
Perbelanjaan

LLU = Luas lantai usaha vyang

diperuntukkan bagi UMKM

pusat perbelanjaan sebesar 230.788 m?
ternyata baru dipenuhi sebanyak 30% saja
atau sebesar 70.543 m?2. Lebih dari 60%
pemenuhan ruang ini tidak terpenuhi yang
menyebabkan ruang pemasaran untuk
UMKM di Jakarta tidak optimal. Saat ini
terdapat 54.000 UMKM binaan pemerintah
provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan
ruang usaha.
Tabel 1
Rekap Pemenuhan Kewajiban Pusat
Perbelanjaan/Mal dalam Penyediaan



Lokasi Usaha bagi UMKM Tahun 2002-
2015

SISA KEWAJIBAN

LUAS LAHAN | KEWAJIBAN 20% REALISASI YANG BELUM
(M2) (M2) (M2) DIPENUHI

(] —

2005 37,8820 75760 70000 576.0

2007 54,650.2 12,5058 8.947.0 3,558.8

2008 60,124.0 12,025.0 2,000.0 10,025.0

2009 173,7823 34,756.1 6,961.0 21,7951
2010 164,221.7 32,8455 10,3406 225049

1
2
3
4
5 2006 344,820.9 69,164.2 11,684.0 574803
6
7
8
9

10 201 11,6684 23337 23337 (0.0)
12 107,788.5 215580 38120 17,746.0
13 69,4922 13,898.0 6,649.4 72488
1
1

4 1442737 23,8239 10,661.3 131626

14 2015 3,605.1 3018 1544 1474
Jumlah 1172,3149 230,788.0) 70,543.3 160,244.7]

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI
Jakarta

Untuk memenuhi kewajiban penyediaan
lokasi usaha di pusat perbelanjaan bagi UMKM
dapat digunakan konversi dari luas usaha
menjadi jumlah UMKM yang dibina dalam
bentuk pemasaran/even yang sifatnya tematik
dan menarik pengunjung datang ke mal.
Kewajiban penyediaan ruang usaha ditentukan
melalui konversi luas area yang wajib
disediakan menjadi jumlah UMKM/IKM yang
harus dibina dan menjadi mitra, berdasarkan
perhitungan sebagai berikut:

[Lx20%]

LLU

Keterangan:
LLU untuk usaha kuliner sebesar 9 m2, untuk
LLU nonkuliner sebesar 4 m2.

Beberapa pengaturan tambahan untuk
mendukung terpenuhinya konversi luas usaha
menjadi jumlah UMKM yang dibina dalam
bentuk even adalah:

a. Penetapan jumlah UMKM
mitrasebagaimana dimaksud menjadi
bagian rekomendasi dariPerangkat
Daerah yang membidangi
perdagangan dalam penerbitan IUPP.

Penetapan jumlah UMKM mitra
mempertimbangkan proporsi yang
sama antara UMKM dan IKM.
UMKM mitra menjadi tanggung
jawab pelaku usaha pusat
perbelanjaan setiap tahunnya selama
masa berlaku IUPP yang dikeluarkan
oleh  Perangkat Daerah  yang
membidangi perizinan.

Terhadap UMKM mitra, pelaku usaha

pusat perbelanjaan memiliki

kewajiban sebagai berikut:

1. menyediakan area beserta fasilitas
pendukung yang diperuntukkan
untuk memasarkan dan menjual
produk usaha UMKM/IKM mitra
dalam pusat perbelanjaan dalam

bentuk kegiatan event
promosi/pameran dagang;

2. menyelenggarakan dan
mengemas event
promosi/pameran dagang

UMKM mitra setiap bulannya
selama setahun sesuai tema yang

ditentukan;
3. menjadikan event
promosi/pameran dagang

UMKM mitra sebagai bagian dari
kegiatan(calender  events) yang
diselenggarakan dan
dipromosikan oleh pusat
perbelanjaan setiap tahunnya;

4. melakukan pembinaan sebelum
dan/atau sepanjang pelaksanaan
kegiatan event promosi/pameran
dagang UMKM mitra
berlangsung; dan

5. menyediakan fasilitas  sistem
pembayaranyang dapat mencatat
dan melaporkan seluruh transaksi
yang terjadi selama pelaksanaan
kegiatan event promosi/pameran
dagang UMKM mitraberlangsung.

Dalam menentukan UMKM mitra

yang diikutsertakanpadaevent

promosi/pameran dagang UMKM
mitra pelaku usaha wajib



mendasarkan pada katalog UMKM
mitra Pemerintah Daerah.

f. Terhadap UMKM mitra yang
mengikuti event promosi/pameran
dagang UMKM mitra tidak dikenakan
biaya di luar harga jual produk usaha
UMKM mitra kepada konsumen.

g. Durasi waktu setiap pelaksanaan
event  promosi/pameran dagang

UMKM selama 7 hari

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Perlindungan terhadap usaha mikro dan usaha
kecil sebagai soko guru perekonomian
diperlukan agar dapat bersaing dengan ritel
moderen berskala besar. Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran
Swasta yang mengatur penyediaan ruang
usaha untuk UMKM di pusat perbelanjaan
sebanyak 20% dari luas efektif pusat
perbelanjaan ternyata sulit dipenuhi oleh pihak
pusat perbelanjaan. Saat ini pemerintah Jakarta
memiliki peraturan baru terkait perpasaran
yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran,
namun pengaturan penyediaan ruang usaha
untuk UMKM masih sama dan belum dapat
dipenuhi oleh mal.

Pemenuhan kewajiban penyediaan
lokasi wusaha untuk UMKM di pusat
perbelanjaan di Jakarta menunjukkan dipenuhi
sebanyak 30% yang menyebabkan ruang
pemasaran untuk 54.000 UMKM di Jakarta
tidak optimal. Diperlukan pengaturan baru
dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang
kemitraan yang mampu menyediakan solusi
pemenuhan kewajiban penyediaan lokasi usaha
untuk UMKM. Diusulkan untuk mengubah
atau mengkonversi luas usaha menjadi jumlah
UMKM yang dibina dalam bentuk even
pameran yang dikelola oleh mal. Even ini
diharapkan  juga  dapat  mengundang
pengunjung datang ke mal di Jakarta yang
kondisinya mulai banyak yang sepi, sehingga
konsep kemitraan yang saling menguntungkan
dapat dipenuhi.
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